BAB V

KESIMPULAN & SARAN

Berdasarkan masalah yang telah dipaparkan dalam bab pertama, tinjauan
teoritis dalam bab kedua dan ketiga, serta jawaban dalam bab keempat, maka dapat
disimpulkan bahwa penulisan skripsi ini menghasilkan:

1. Melalui penjelasan dalam bab-bab sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa
LMK terikat dengan musisi melalui sistem keanggotaan, sedangkan aggregator
musik terikat dengan musisi melalui perjanjian baku. Menurut hukum positif
Indonesia, yaitu UUHC dan PP Royalti, hubungan hukum yang sah dalam
pengelolaan royalti harus melalui sistem keanggotaan. Oleh karena itu, agar
aggregator musik sesuai dengan hukum yang berlaku, mereka harus menjadi
anggota dari LMK atau LMKN. Hubungan hukum yang didasarkan pada
perjanjian baku saat ini menyalahi ketentuan UUHC dan PP Royalti.

2. Aggregator musik memiliki peran yang serupa dengan LMK dalam hal
pengelolaan royalti musisi, dengan perbedaan utama pada penarikan dan
penghimpunan royalti, terkhusus pada penghitungan royalti, dimana tidak
seperti LMK yang memiliki dasar perhitungan tarif royalti yang jelas,
Aggregator Musik tidak memiliki dasar perhitungan royalti yang jelas, serta
dapat dilihat bahwa pengambilan keuntungan dalam distribusi royalti
dilakukan oleh LMK dan Aggregator Musik.

3. Aggregator Musik hadir dalam posisi serba salah, di satu sisi Aggregator Musik
menjawab ketidakjelasan hukum mengenai royalti dari lagu dan musik bentuk
digital, dan di sisi yang lain Aggregator Musik melanggar ketentuan hukum
dengan melakukan pengelolaan royalti yang seharusnya dilakukan LMK.
Hukum Postif di Indonesia harus mengalami pengubahan dalam mengatur
tentang lembaga yang menjalankan tugas pengelolaan royalty Aggregator
Musik harus menjadi LMK dengan memperhatikan syarat-syarat pendiriannya,
atau sebaliknya LMK menyesuaikan diri dengan menjadi Aggregator Musik.

Kendala terbesar dalam penyesuaian tersebut terletak pada bentuk badan
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hukum keduanya yang sangat berlawanan. Dengan demikian, kedudukan

hukum aggregator musik tidak bisa menggantikan LMK dan hanya sebagai

pelengkap perangkat pengelolaan royalti di Indonesia.

Maka dari itu, dapat disimpulkan bahwa kedudukan hukum Aggregator Musik
sebagai pihak yang mendistribusikan royalti tidak memiliki kekuatan hukum
sekuat LMK, tidak memenuhi persyaratan ketentuan peraturan, dan tidak
menaungi keseluruhan kebutuhan Musisi dibandingkan dengan Lembaga
Manajemen Kolektif, sehingga dalam industri musik di Indonesia, LMK masih

dianggap relevan dan penting.
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